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PERATI]RAN DAERAH KABTIPATEN BATAI\IG HARI

NoMoR: 6 TAIITJN 2{IO8

TENTANG

PERTAI\IGGT]NGJAWABAFI PELAI(SAI\TAAh{

AhIGGARAN PENDAPATAIT DAN BELAhTJA DAERAH

TAHTJN ANGGARAN 2OOS

DENGAI\I RAHMAT TIJIIAN YAIYG IT{AHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasar lg4 ayat (l)
undaag-undeng Nomor 32 Tahrm 2004 tcntang pe.rnerinuhan
Daerah sebagaimana telah beberapa kari diubah terakbir deggan
dengan Undang-Undang Nomor lZ Tahun Z00g Tentary
Penrbaban kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
t€ntang Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah rneng4i,,kan
Rancangan Perafuran Daerah rentang pertanggung ralrranan
Pelaksananan APBD Kepada Dewan perwakiran natyat Daerah
(DPRD) Berupa r.aporan Keuangan yang terah diperiksa oreh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun angg;aran berakhir;

b. bahwa pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diterapkan dengm peranran
Da€rah tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan
Pendaparan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200g;

Mengingat



Mengingaf

-2,  -

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tenrang fryle'nrutn

Daerah Otonom dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumdera

i*gun @errbaran Ne$ra Rep-ublik Indonesia Tahrm 1956

lloJot Zi1, sebagaimana tetah aiubah durgan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun"1955 tentang Pembe,ntukan Daerah Tingkat n

SarolangrrnBangkodanDa€fahTingkatllTanjungJabung
G-*b;;" Neg;; Republik Indonesia Tahrm 1965 Nomor 50
'iarnbalran Lembaran liegara Repgblik Indonesia Nomor 27 551;

2.Undang.UndangNomor12Tah|JnlgS5GntaogPajakBumidan- 
B&r-"" 61"*Uuru" Negara Republik Indonesia Tah'n 1985

Nomor 68, Tarnbahan finfaran Negara R€plbl+ Indonersia

No*o. 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-Ilndang

Nomor 12 Tahun-1994 (Lembaran Negara Replblik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan rembaran Negara Reprfilik

IndonesiaNomor 3569);

3.Undaag.UndangNomorlstahrrnlggTtentangPafakPumidan
B*gr""" c,eiuaran Negara Republik Indonesia tahrm 1985

nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia

Nomorss|z)sebagaimanatelahdiubalrdagpnUndang-Undang
Nomor 12 Tahun 

"lgg4 (Le,mbaran Negara Re,prrblik Indonesia

tahun 1994 Nomor 62, iambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tffitarrg Pajak Da€rah

dan Restribusi bu"*n (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 199? Nomor 41,'Tambahn Lembamn Negara Republik

IndonesiaNomor36s5)sebagaimanadiubahdenganUndang-
Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan- ats Undmg-

UndaneNomorlSTahrmlgg7TentangPajakDa€rahdan
Restribusi Daerah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2000 Nomor 24i Tambahan Lembaran Negara Rebublik

IndonesiaNomor 4M8);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahrm 1999 t€ntmg
penyeienggar; Negara yang bersih dan Bebas dari Konpsi,

Kolusi dan Nepodde G"*Uu*tt Negara Rep'blik Indonesia

Tahrm 1999 Nimor 75, Tambahan pmbaran Negara Re'pgblik

IndonesiaNomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tertang Keuangan

G;r* &e|nb;ran Negara Repubtik Indonesia Tahrm 2003

Nomor4T'Tambahan-IrmbranNegruaRepubtiklndoaesia
Nomor 4288;

T.Undang-UndangNomorlTahrrn2004tenfangPerrbendaharaan
il;*" Gembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor5,TambahanI,emlarunNegaraRepubliklndonesia
Nomor4355);

S.Undang-UndangNomorl0Tahrm2004tentangPembentukan
peraturan reniaang-undangan (Lembaran Negara Rspublik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 4389);

9. Undang-Undang- -. -.. - - - -.'
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9. Undeg-Undag Nomor 15 Tahun 2004 tentmg Pemeriksam
Pengelolaan dan Tangggrrng Jawab feNraogan Negara

ArmUa"an Negara Republik Indonesia Tahrm 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo'r 400);

10, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200d tentang Sistem
Perencanaan Penbangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AM Nomor 104, Tambahm
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t€ntang Pemerintah
Daerah ( Lemaran Negara R€publik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor M37 ) sebagai ruana telah beberapa kali diubah teralfiir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
peruUuhan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahrm 20M
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844)i

12. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 t€trtarg Perimbangan
Keuangan antafa Pemerintah Pusat dan Daerah (Lffibafan
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126' Tamhhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M38);

13. Peraturan Pemerintah Nobor 20 Tahuu 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2fi)l
Nomor 41, Taurbahan kbaran Negara Republik Indonesia
Nomor4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pqiak
Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik hrdonesia
Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang ReEibusi
Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrn 2001
Nomor 119, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahrm z00d- te$ang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Da€rah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tatrun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahuu 2005 te$tang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanpn Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da€rah (Le,mbran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor a502);

17. Peranrran
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 t€nrtmg
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahrm 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Staodar
Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambatrm Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pe,merintah Nomor 54 Tahm 2005 tenfang Pfufaman
Daerah (,embaran Negara Republik Indonesia Tahw 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574):

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahrm 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm
2005 Nomor 137, Tambahan L€mbaran Negara R€publik
IndonesiaNomor 4575);

21. Pemturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Da€rah fl-embaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2005 Nomor 138, Turbahan Lemhm
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahrm 2005 tentang Hibah
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Le,mbaran Negara Republik Indonesi;a Nomor
457o,;

23. Peraturan Pemerintsh Nomor 58 Tahrm 2005 te,ntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tanbalran l-€mbffao
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pdoman
Penyusturran dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(trmUaran Negara Republik Indonesia Tahrn 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineda Instansi Peinerintah O,embare Negara
Republik Indonesia Tahm 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ail \;

26. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun Zffi
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
diubah dengan Pe,raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perahran Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dasrah;

27, Peraturan
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahrm 20{17
tcntang Pcdoman Evaluasi naocangm Peraturan Dae,rah
telrtang Pedangguqiawaban Pelaksanaan Anggsren Pmdapdan
dan Belaqia Daerah dan Rancangan Psaturan Kepala Da€rah
tentang Peojabaran Pertangguqiawaban Pelaksmaan Anggran
Pendapatar dan Belaqia Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupden Batang IIroi Nomor 5 Tahm 2006
telrtang Pengelolaan l(srrangan Daerah (L€mhran Daerah
Kabupaten Batang tlari Tahun 2006 Nomor 5);

29. Peraturan Da€rah Kabupate,n Batang l{ari Nomor 1 Tahun
2008 tentang Anggaran Pendapaan dan Belanja Daeratr Tahrm
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupeten Batang Hari
Tatnrn2008 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupafen Bafiang Hari Nomor ll Tahm
2008 tentang Perubaban P€Ndapatsn dan belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008 (kmbaran Da€rah Kabupaten
Batang Hari Tahm 2008 Nomor 1l);

Dengan Penetujuan Bersama

I}EWANI PERWAKILAN RAI(YAT IIAERAII

KABUPATEN BATANCHARI

dan

BI]PATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

PERATT'RAN DAERAII IENTANG PERTAI\IGGI]NGJAWADAITI
PEI.AIGANAAITI AI{GI'GARAN PEI\IIIAPATAT{ DAITT BEI,ANJA
DAERAII TAITT}N ANGGARAN 2(ffi.

Pesal I

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa L^aporan
keuanganmemuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus trfus
d. CatatanAtas t^aporan Keuangan

@ I-aporao Ifuuangan sebagaimam dimaksud pada Ayat (l)
dilampiran dengan laporan kinerja dan ilfrtisar taporan
kffmgan Badm Usaha Milik Da€rab/ Perusahaan Daerah-

Pasal 2
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Pssd2

Laporan Realisasi Anggpran sebaggimana dimaksud drlarn Pasal I
huruf a Tahrn nng$ran 2008 sebagni berilnrt :

a Pendapatan
b. Belaqia

Surplus/Defi sit -----------
c. Pe,rnbiayaan

- Penerimaan
- Pengeluaran
SurpluslDefi sit .----------..-

Rp. 478.0Ir.0$J66J2
Rp. 530352.432594.65
Rp. (fr341.413.42853)

Rp. 116.?14.497.76/-Jl2
Ro. 5.5{10.fiX}.tXl0'fi1
Rp. 1r0r14.4W.76,4'22

Prsal3

Uraian Laporan Realisasi anggiltm sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2 sebagai berilut :

(l) Selisih Anggarm dengan rslisasi p€odapatan sejnmlah

Bp. 17.379.452214'29 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelab perubaban

b. i{;;li;;'... :....:. ::..:::... ::....:.:.:. :.: : H: lfi .i?l.f llilkll
Selisih Lebih(Krrang) -----.----"...."- Rp. 7A79A52.21439

(2). Selisih Anggaran dengan rmlisasi belaqia
Rp. 75352535.549'98 dengan rincian sebagai berikt*

5sj.rnlah

,' ,n' 
I t'

a Anggaran belaqia setelab pen$ahan.

b. naiGi .....::..:..........: . ..:..... ..: H ff3$:ffLHf
Selisihlrbih(Krffing).-..--------- Rp. 75352536.9998

(3). Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sqinmlah
Rp. (57.473.084335,69) denganrinciansebagai berikut :
a SurpluVdefisit setelah perubahan

b. Realisasi
Rp. (109J14.4W.7U42)
Rp. (52341.413.42E53)
Rp. (57.473.084335'69)Selisih I,ebih(Krang)

(4). $elisih anggaran dengan realisasi pelrerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. ( - ) dengan rincian sebagai
bedkut :
a Anggaran Peirerimaan pembiayaan setelah peruUalan

(t S€lisih.
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(t. Sclisih
sej'mlqh Rp. {OltJ(n 0(n 00 d€ngan rincian sdoa$i bsik't :
":Y*:^*:.ft,:"#ffi.n"-*

itt r"l

b. Realisasi Rn. 6,51m.&n fin-00
Rp. &A.AU,AAD,WSelisihLebih/(I{uang)_

(6). Selisih Anggann dengaa rdiffi.ti pnbiayaan nsto EeJtniah
Rp. (400.m0.000.) dengan rincian sebagai berikut :
a Anggaran pembirayaan neto setelah perubahm

b.i{;ii;;i'...::.::::::.::..:.:..:::.:::::.:::':H:.iY#itl?l#fr
Selisih Lebih(Krnang)..----"---...--.-. Rp. (4m-000-{Xl0'00)

Pasal4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasat t huruf b per 31
Desember Tahun 2008 sebagai berikr* :
a JumlahAset --------- RP.1.067350-at5-41)8'11
b. JumlahKewqiiban --------. RD 263.19.888-00
c. Jumlah Ekuitas Dan --,.------ Rp. 1.067.0t7-080520'll

P&$ll5

Laporan Arus kas sebaggimana dimakzud dalam Pasal I hmtr c
untuk tahrm yang beralfiir sampai dengan 31 Desember Tahun
2008 sebagai berihs :
a Saldo kas awal per I Januari Tahrm 2008

b. A,us-.t* ail ;iffir;affii::.... H: ilt]lli.Yr\tr*
c. Arus kas dari a&tivitas investasi assetnonteuangsn

d. A;;'t;; iil";kd;ix;;ri;;il ffijtil#:3ffi:ffiilffii
Arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp. 23l.9W'574rOO
Saldo kas akhir per 31 Desember Tahm 2fr)8

Rp, *.13l6239.2i13,59

Pasel 6

Catatan afas laporan keuangan sebagaimana dimaksgd Pasal I fuuruf
d Tatrun Anggaran 2008 memuat informasi baik s€cala hrantit*if
maupun lcralitatif atas pos-pos laporan keuangan-

Pasal 7

Pertanggmgiawaban petaksauaan APBD sebagaimana dinaksud
pada Pasal I tercantum dalam lanrpiran Perafifian Da€rah ini tefdiri
dari:

a Lampiran I : Laporanrealisasi aoggaran

e.
f.

LmpirmI.l



b.

c.

d-

Lmpiran Ll

I,ampfuan I.2

LampiranI.3

Lampiran I.4

IampiranI.5

Lampiran I.6

LampiranI.T

Lampiran I.8

LampiranI.9

Iampiran II

Lampiran Itr

Irmpiran IV

- t -

nindcas laporm rslisasi auggarm
menrrt* un$an pemerintahan da€rah dan
organisasi;

Rincian laporan lealisasi nnggaran menunrt
Unrsan pemerlnt*an dasrah, organisasfi'
Pendapatan, belaqia dan p€mbiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran bela4ia
da€rah menurut unrsan pemerinaban
daerah,organisasi,program daD kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggsran belaqia
Daerah untuk keselarasan dm keterpaduaa
Unrsan perrerintahan daffah dan firngs Dalam
ke,rangkapengelolaankeuangan negarq

DaftarPiutang Daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) da€rdl$

Daftar realisasi penambaban dan Peirgurmgnn
asettetap daerab

Daftar realisasi penambaban dan penguraryan
aset lafumya;

Daftar kegiatan-kegiaran yang belum
diselesaikan sampai al&ir tahrm dsn
dianggarkan^.kelnbali dalam tahn anggaran
berikutnya;

Neraca

Laporan anrs kas

Catatan atas laporan keuang;an;

Passl S

Iampiran laporan keuangan sebagaimana dimqkqud dalam Pasal 1
ayatQ)tsrdiri dari :

a Laporan kinerja tercantum dalam taurpiran V Peraturan Daerah
ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badao usaba milik daerat/petusahaan
dasrah te,rcantuur dalam Lampiran \II Perafiran Daerah ini;

Pasal9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pedabaran
pertanggugiawabail peleksannan APBD sebagsi rincian lebih
laojut dari pertanggmgiawaban peliksanaan APBD.

Pasal 10
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Pr$rt l0

Perafinan Daerah ini nulai bcrlalil pads*a',gg4l diundangfm.

fuar setiap omng nengetatruidya, memeri@hlcan pensndugro
Perafirm Das{h itd dcuge dalm L€mbaran
Datrah XaUryatm Batang Hei.

Dite@km diMuanaBdian

pdat'roggal 9; ACtgfUS 2OO9

BT'PATI

di Mura Buliatr

t a,ffis4us 2oo9

ATEN BATAI{G IIARI"

DAERAH KABUPATEN BATAI{C HARJ

6

SYAHIR$AH. SY


